PUTUSAN

Momor 0064/Pdt.GI2017/FA.Bm

OEM| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
*Pe=pngadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertantu

s=c2 tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

o== gugat antara .

—or—rah binti Sahrudin, umur 31 tabun, agama lslam, pekerjzan Mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di RT.007 RV, 003 Desa Cenggu
Kecamatan Belo Kabupaien Bima, sebagal Penggugat;

melawan

“=<un bin M. Nor, umur 31 tshun, agama Islam, pekerjaan Bertani, termpat
tinggal di RT.015 RW. 004 Desa Sie Kecamatan Monta
Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

==nz=dilan Agama tersabut |

-

l

=~ mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

=~ mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang,

DUDUK PERKARA
Zzhwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Januan 2017
== —angajukan gugatan cerai gugat vang telah didaftar di Kepaniteraan
S=o=ciz=n Agama Bima dengan Nomor 0064/PdbG/2017/PABm tanggal 10

== 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut |

Mim 1 dai 15 Pulusan MNaror 0064/Fd G201 TPA.Bm.
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| Bahwa, pada tanggal 07 September 2004, Penggugatl dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Mikah
¥antor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor ! 511 / 66 { Xl / 2010 tanggal 18 Desember

2010} ;
L

{ o)

Bamwa, seielah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah arang ua Penggugat di Desa Cenggu
Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama & tahun .. Selama pernikahan
tersebut Penggugat dengan Tergugat telan hidup rukun sebagaimana
layaknya suamni isteri dan dikaruniai 2 orang anak bemama - 1, Mur Alaina

(F) umur 11 tahun, 2. Kartini (P} umur 7 tahun ;

fad

Bahwa, kurang lebih sejak April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat
terus-manerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat sudah menikah lagi |

b. Tergugat tidak menjamin nafiah lahir batin Penggugat selama & tahun ;
4 Bahwa, puncak keretakan rumah fangga artara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2010 yang akibainya
Tergugat pergi meninggaikan kediaman bersama, sejak itu pula antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampal sekarang.
Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi

hubungan lahir maupun batin sampal sekarang,

Lo

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sucdah pernah divpaya damaika_n cleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
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. Bahwa, dengan kejadian tersebut umah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar nerma hukum dan noma agama maka perceraian ‘
mer;pakan altenatif terakhir bagi Penggugat untuk menyslesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugal;

Berdasarkan alazan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon  agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarmya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer:

1, Mengabulkan gugatan Penggugat:

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Jaldun kin M. Mo
Terhadap Penggugat (Jumrah binti Sahrudin);

2. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang bedaku ;

B. SUBSIDAIR
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adinya berdasarkan
perirmbangan Majelizs Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugal telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat fidsk datang
menghadap ke muka sidang dan fidak menyuruh orang lain menghadap

sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telsh dipanggil secara resmi yang

relaas panggilannya Momor 0064/Pdt.G/2017/PA Bm tanggal 16 Januar 2017
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dan 24 Januarn 2017 dibacakan di dalam sidang, temyata tidak hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya fersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk berceral dengan Tergugat,

Rahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Panggugat yang maksud dan isinya tefap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dslil gugstannya, Penggugst telah
mengajukan alat-alat bukt benpa
A. Surat:

1. Folokopi Karu Tanda Penduduk atas nama Pemchon | Momor
5206044504651004, yang dikeluarkan oleh Pemenntah Kabupaten
Bima tanggal 02 Maret 2012 Bukii surat telah diberi meteral cukup dan
telah dicocokkan dengan aslingas yang ternyata sesuai. Olsh Kelua
Majelis diben kade {P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomer @ 511 /66 ( X1l { 2010, tanggal 16
Desember 2010 vyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Bukfi surat telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, Oleh
Ketua Majelis diven kode {P.2),

B. Saksi
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I. Hartini binti . M. Amin, umurdd tahun, apama |slam, pekefaan Urusan

Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman of RT.O7 RW. 03
Desa Cenggu, Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Saksi menerangkan
bahwa a2 mengakue sebagal kakak ipar Penggugat dan Tergugat, di
bawah surmpahbnya memberikan keterangan sebagai benkut :
! Babwa saksi kenal dengan Penggugst dan Tengugat karena saksi
beretanggs ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah
dikanuniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tabu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
bartengkar:
- Bahwa tergugat yang sudah menikah tanpa seijin Penggugat dan
Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 7
{tujuh) tahun dan tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pengougat telah di nasehati
cleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil |
2. Azhar bin ldrs, umur 44 tahun, agama Islam, pekerdaan Petani, tempat
kediaman di RT. 05 R\W. 03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten
Bima, Saksi mensrangkan bahws ia mengaku sebagai tetangga
Penggupat dan Tergugat;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berkut
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- Bahwa =sksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karsna saksi

bertetanggs ;

- Bahwa Penggugst dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah

dikaminiai 2 {dua) ocrang anak ;

- %ahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering

berengkar;

-« Bahwa Tergugat yang sudah menikah lagi dan Tergugat fidak

menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 7

(tujuh) tahun dan tergugat yang meninggalkan kediaman bersama,

- Bahwa atas kejadian tersebut distas Penggugat telah di nasehati oleh

saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang inl menipakan bagian yang tidak terpizahkan
dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, babwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu

tikak disebahkan oleh suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
parmohonan tersebut harus diperiksa secara verstek,

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat {(verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena it majelis
membsbani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1. P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya
serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat adalah warga negara yang lercatat secara Administrasi
Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Paengadilan
Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan

| sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat batwa perkara ini

termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud

oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (2) dan Pasal 73 ayat (1

Undang-undang Memor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Momor 03 tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undeng-undang Momor 50 tahun 200%;

Him 7 dar 15 Butusan Nomor :006LP ol G/2077/FA 8m.
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Yand telah
dibuktikan dengan buki P.2 yang barmeteral cukup dan cocok dengan aslinya
dan saksi-saksl di persidangan maka telah teroukii bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurt
ketentuan Hukum islam dan perundang-undangan yang herlaku sebagaimana
yang dimaksud olen Pasal ? Undang-undang Momor 1 tahun 1874 jo Pasal 2
ayat (1) Peraturan Permenntah Nomor 8 tahun 1875 jo Paszal 4 dan 7 ayat (1)
Kampilasi Hukum Islam;

Menimbang, batwa Penggugat dalamn surat gugatanmya mendalilkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan dan
pertengkaran dizebabkan oleh

&, Tergugat sudah menikah iagl |
b, Tergugat tidak menja min nafkah lahir batin Pengg ugat selama & tahun |

Menimbang bahwa pihak crang wa maupun keluarga telan berupaya
mendamaikan Penggugat dan Targugal namun fidak berhasil, sehingga
FPenggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pahwa rumah tangaanys=
sudah tidak dapat diperahankan lagi;

menimbang, bahwa atas sural gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk  mendukung  dalil gugatannya tersebut
Penggugat telah menghadirkan gaksi-saksi yang mana dibawah sumpannya
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan
parceraian sehagaimana yang didalilkan oleh Pengaugat, keterangan mana

i ! lirv
antara saksi yang satu dengan =aksi yang lainnya saling mendukung dan saling

Him 8 dari 78 Butusan Womar -0064PdL G201 7RA.Bm.
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bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi
terssbut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembukiian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di perzidangan,
maka telah ?itemuhan fakta-fakia sebagai berkut :
|. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

3. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, namun fidak
berhasil;

4. Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maks patut
diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki olenh Pasal 1 Undang-
undang Momar 1 tahun 1874 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak
dapat dicapai lagi cleh Penggugat dan Temgugat sehingga majelis hakim
bempendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak
dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, babwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk
mencan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan
lagi atau fidak, bukan untuk mencan siapa yang benar dan siapa yang salah
atau untuk mencar siapa penyebab tefjadinya perselisihan dan pertengkaran
dalam rurnah tangga kedua belah pinak sebab kalaupun hal terzebut ditemukan

di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan |agi,

Him 9 darf 15 Putusan Nomor [ 0064/PdL G201 7/PA.Bm.
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Pengguoat menceraikan Targugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathinfikatan
jiwa kedua befah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, babwa ditinjau dar segi penyelesaian masalah maka
perceralan merupakan satu-satunya allernatif terbaik bagi Penggugst dan
TergugaE untuk mengakhif persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya istap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan
menimbulkan dampak negatiffmudharat yang lebih besar;

Menimbang, babwa Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1874 menyebutkan bahwa “untuk melakukan parceraian harms ada cukup
alasan bahwa antara suami istd iy tidak alan hidup rufun sebagai swami isin”
ja Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1875 jo Pasal 118
huruf (f) Kompilasi Hukum |slam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan  untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan
keluarga yang sskinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki
Undang-Undang Perkawinan rmaupun Kompilasi Hukum Istam, namun kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lan dari prinsip-
prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa
perceraian adalah jelan terbaik untuk mengakhin sengketa rumah tangga yang
berkepanjangan dan menghindan timbulnya mudharat yang lebih besar lagi
bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sahig)
yvang termuat dalam Kitab Fgh As Sunnah Juz Il halaman 280 yang berbunyi,
arinya  "Mska apabila gugalan isten felah pastl dan pendentzan ister

menyebabkan ia tidsk mampu mamikulnya dan Hakim tidak dspat
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mendamaikan suami isfer maka Hakim diperkenankan menfatuhilan
Thalak Bain Suami terhadap ister”

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan
satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim periu
mangeterlgahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Figh Islam

zebagaimana vyang terdapat dalam  kilab  Ghayatul Marom  sebagai

berikut |

BUPP= ) EE e [ [T U K P e RS v g NS
Artiny . Seorang isti mempunyal hak untuk menggugat kepada Pengadilan
agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami

telsh berbuat memudharotkan dirinya,

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapsat
Ulama Islam tersebut diatas, sehingoga Majslis Hakim mengamkbil alin pendapat
tersebut menjadi pendapat sendin dalam memutuskan perkara lersebut;

Menimbang, bahwa cleh karena dalil-dalil yang disampaikan cleh
Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk
berceraj dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan '
Pasal 3% ayat {2) Undang-undang Momor 1 tehun 1974 Jo Pasal 18 (f)

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 1975 Jo Pasal 118 huruf () Kompilasi
hukurm |slam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Momer 7
Tahun 198% Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bims

diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
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Mikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai
Pencatat Mikah di termpat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
Menimbang, bshwa karena perkara a2 guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Momer 7 tahun 1988
Tentang Peradilan Agama sebagaimana tzlah divkah dengan Undang-undang

Momor 3 tahun 2008, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Momor 50

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pengguoat;
Mengingat, semua pasal dalam perafuran perundang-undangan dan
hukum Izlam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  uniuk
menghadap sidang, fidak hadir;

2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatunkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Jaidun bin M. Nor)
Terhadap Penggugat (Jumrah binti Sahrudin);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirirmkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Mikah (PPM) Kantor Urusan &gama Kecamatan Belo Kabupaten
Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima untuk

dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

o

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.466.000 - (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah;.
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2017 Masehi. berepaian

dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriah, gleh kami Mulyadi, 5.4g

| sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan
Muhamad |sna Wahyudi, S.H.I., M.S.. masing-masing sebagai Hakim
a*xngjgu:lta:L putusan mana pada har itu jugs diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingl oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat:

Hakim Anggota: i Ketua Majelis,

—

Drs. Moh. Agus Sofwan Hadi

Hakim Angoota,

A

Muh. Isna Wahyudi, S.H.l, M.5.1.

Panitﬁ;ra Penggant,
i
b-"ﬁ.ai,j L-‘lnl_
I
Dra. Nurhayati
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Perincian Blaya Perkara -

1. Pendaftaran -

2. Proses E

3. Panggilan
&
4. Redaksi :

5. Meteraj

Rp. 30.000-
Rp. 50.000.-
Rp. 375.000,-
Rp.  5.000-

En. 6.000 -

Jumlah
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